
ANALISIS KOMUNIKASI STRATEGIS DESA KUMBANG SEBAGAI DUTA NTB TINGKAT 

NASIONAL DALAM PROGRAM DESA BENDERANG INFORMASI PUBLIK 2021 

 

Yulia Rahmah 

Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Mataram 

 

ABSTRAK 

Dalam program desa benderang informasi publik (DBIP) Desa Kumbang terpilih mewakili NTB 

dalam tingkat nasional pada tahun 2021. Penelitian ini untuk menganalisis komunikasi strategis Desa 

Kumbang sebagai duta NTB tingkat nasional dalam DBIP 2021. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif-deskriftif. Informan dari penelitian ini terdiri dari informan kunci, dan informan 

pendukung. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  Sedangkan, tahapan untuk menguji keabsahan data 

menggunakan Teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi strategis 

desa Kumbang dapat dikatakan berhasil, karena penghargaan yang didapat berdasarkan penilaian internal 

dan eksternal. Faktor internal diperoleh berdasarkan penilaian masyarakat Desa Kumbang sendiri yang 

diperoleh melalui survei. Acuan keberhasilan komunikasi strategis dari sisi eksternal yaitu berdasarkan 

penilaian dari pihak di luar Desa Kumbang, yang dalam hal ini yaitu para penilai untuk Program Desa 

Benderang Informasi Publik. 

Kata kunci: DBIP, Desa Kumbang, Komunikasi Strategis, Informasi Publik 

 

ABSTRACT 

In the bright public information village program (DBIP), Kumbang Village was chosen to represent West 

Nusa Tenggara (NTB) at the national level in 2021. This study analyzes the strategic communication of 

Kumbang Village as the NTB representative at the national level in DBIP 2021. This research uses a 

qualitative-descriptive research method. The informants in this study consist of key informants and 

supporting informants. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection 

techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis 

techniques use data reduction, data presentation, and data verification. Meanwhile, the stages to test the 

validity of the data use source triangulation techniques. The results of this study indicate that the strategic 

communication of Kumbang village can be considered successful because of the awards received based 

on internal and external assessments. Internal factors were obtained based on assessments from the 

Kumbang Village community itself obtained through a survey. The reference for the success of strategic 

communication from the external perspective is based on assessments from parties outside Kumbang 

Village, in this case, the assessors for the bright public information village program. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatunya memiliki aturan, salah satu aturan 

yang berlaku di Indonesia adalah kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik dimana badan publik 

memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan tersebut agar masyarakat mendapatkan haknya dalam 

pemenuhan kebutuhan informasi publik. Pentingnya keterbukaan informasi publik pada pemerintahan 

yakni dalam mengimplementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya dalam 



pemenuhan hak asasi manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap 

orang. Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat juga dapat memantau lajunya 

kinerja pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi 

serta pilar demokrasi, transparansi dan good governance. 

Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari good governance atau pemerintahan 

yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai good governance apabila dalam penyelenggaraan 

pemerintahanya terdapat manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki 

prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi (Sedarmayanti, 2004: 22). Dengan adanya amanat UU 

keterbukaan informasi publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh 

undang-undang.  

Desa benderang informasi publik (DBIP) merupakan program desa yang didorong untuk 

mengimplementasikan UU keterbukaan informasi publik sehingga dalam pengelolaan pemerintahan 

menjadi lebih transparan. Desa benderang informasi publik ini merupakan pelaksanaan dari undang-

undang nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu pilar 

demokrasi, transparansi dan good governance. Dalam undang-undang tersebut, hak masyarakat untuk 

mendapatkan informasi, mendapatkan jaminan dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik 

menjadi salah satu pemenuhan hak asasi manusia (HAM).  

Melalui program desa benderang informasi publik (DBIP) ini, perangkat desa dapat membagikan 

informasi kepada publik dengan cepat, hemat waktu dan mudah. Dengan adanya program ini diharapkan 

perangkat desa di NTB dapat bersikap terbuka pada masyarakat, diantaranya terkait dana, surat menyurat, 

informasi seputar desa, informasi pelayanan masyarakat dan lain sebagainya. Agar masyarakat 

mengetahui dengan jelas berbagai informasi yang disampaikan baik secara langsung ataupun tidak 

langsung.  

Dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Sejauh ini sudah ada 10 desa terbaik 

yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yaitu; Desa Sendang Wonogiri (Jawa Tengah), 

Desa Punggul (Bali), Desa Blang Kolak 1 (Aceh Tengah, Aceh), Desa Cibiru Wetan (Bandung, Jawa 

Barat), Desa Kumbang (Lombok Timur, NTB), Desa Kabuna (Belu, NTT), Desa Pohe Sanana (Maluku 



Utara), Desa Karang Sari Kulonprogo (DIY), Desa Kedungsumber (Bojonegoro, Jawa Timur), dan Desa 

Teluk Kapuas Kubu Raya (Kalimantan Barat)  (Tira Santia, September 2021). 

Dengan adanya keterbukaan dari perangkat desa pada masyarakat, masyarakat dapat mengetahui 

persoalan yang dihadapi perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UU 

nomor 6 tahun 2014. Terkait hal tersebut, seluruh level pemerintahan harus hadir dalam kebersamaan, 

sepakat dengan komisi informasi, pemerintah desa harus disupport melalui program desa benderang 

informasi publik (DBIP) sehingga seluruh program dapat diketahui dengan jelas oleh masyarakat. 

Dalam program desa benderang informasi publik (DBIP) terdapat desa yang terpilih mewakili NTB 

dalam tingkat nasional pada tahun 2021 desa yang terpilih adalah Desa Kumbang. Desa Kumbang 

merupakan desa yang terletak di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur NTB. Desa Kumbang 

menduduki peringkat kedua dari hasil penilaian di tingkat Provinsi NTB. Desa Kumbang masuk dalam 10 

besar dari 34 provinsi di Indonesia dan berada pada urutan pertama pada lomba DBIP Tahun 2021 dan 

keluar sebagai Juara Duta NTB di tingkat Nasional. ( M.Syahrul Utama. April 2017). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai bagaimana 

analisis komunikasi strategis desa Kumbang sebagai duta NTB tingkat nasional dalam program desa 

benderang informasi publik 2021 dalam menyampaikan informasi terkait dengan berbagai hal yang 

berkaitan dengan desa Kumbang kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa Kumbang. 

METODE PENELITIAN 

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Menurut Denzin & Linclon (1994) (dalam sugiyono 2008). menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Kirk & Miller (1986:9) mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. 

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Metode Penelitian Komunikasi, yakni: “Metode deskriptif, yaitu 

dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-

situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau 

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat” (Rakhmat, 2002:22). 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Perencanaan Komunikasi Strategis Desa Kumbang Untuk Keterbukaan Informasi Publik  

Upaya untuk menjalankan komunikasi strategis untuk keterbukaan informasi public muncul 

berdasarkan perintah undang-undang yang menuntut hal tersebut. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip 

akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap 

proses kebijakan publik. Undang - undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di 

tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh 

masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Dalam kaitannya dengan pemerintah desa, kewajiban tersebut diperjelas dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dimana Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi 

kepada desa. Tugas Perangkat Desa Kumbang yang penting yaitu mampu menyediakan data yang bisa 

diandalkan, yaitu valid dan sinkron. Hal ini karena sangat menyangkut kehidupan masyarakat desa. 

Misalnya seperti data penduduk. Data penduduk yang paling krusial disini yang benar menjadi kunci 

pertama dalam pergerakkan menuju pemerintahan yang bagus. Sehingga jika ada yang tidak sinkron 

pemerintah desa bisa tahu dari adanya ketersendiaan data tersebut. Dalam upaya menyediakan data 

tersebut Desa Kumbang memaksimalkan peran PPID. 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai 

dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan 

informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik (ppid.ntbprov.go.id, 2017). 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) adalah pejabat yang bertanggung jawab 

di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa. 

PPID Desa ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa 

(Desakumbang.id). 



Guna menjalankan peran tersebut, Desa Kumbang membangun perencanaan dengan terlebih 

dahulu melakukan studi banding. Salah satu lokasi studi banding para perwakilan pemuda Desa Kumbang 

pada 2016 adalah Desa Sri Mulyo. Alasan Desa Sri Mulyo menjadi lokasi studi banding lantaran telah 

mengembangkan desa digital. Desa ini didatangi karena adanya rekomendasi dari Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri). Desa lain yang menjadi tujuan studi perwakilan pemuda dan perangkat Desa 

Kumbang adalah Desa Wisata Dewi Sambi di Sleman, Yogyakarta. Desa ini bekerjasama dengan Telkom 

untuk membangun konsep Smart Village, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu Tata Kelola Pemerintahan 

(Smart Governance), Tata Kelola Niaga (Smart Economy) dan Tata Sosial (Smart Society). 

Informasi yang dihimpun dari Karang Taruna Desa Kumbang, anggaran para pemuda berangkat 

studi banding ditampung dengan Dana Desa. Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa 

dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Ketua karang taruna menyampaikan bahwa penggunaan 

dari Dana Desa (DD) juga penting untuk pengembangan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, selain hanya pembangunan yang sifatnya fisik. Hal ini sesuai juga dengan 

peraturan pemerintah pada Pasal 1 angka 2 PP 60 / 2014 yang diubah menjadi PP 8/2016 bahwa dana 

desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (BPK RI, 2017).  

Bahkan sejak 2011 Yogyakarta sudah meraih penghargaan sebagai yang terbaik dalam E-

Government Award dan Smart City Award 2011 se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah Warta 

Ekonomi. Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan khusus Smart Leadership atau kepemimpinan 

terbaik, kreatif dan inovatif dalam mengelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (Pemerintah 

Kota Yogyakarta, 2011). Sebelum desa-desa di NTB, desa-desa di Yogyakarta menjadi tujuan studi karena 

dalam urusan pemerintahan pelayanan masyarakat dan juga menghidupkan perekonomian masyarakat 

banyak yang sudah menggunakan teknologi digital. Pemuda Desa Kumbang juga ingin desanya juga 

melakukan hal yang sama sebagaimana penyampaian dari Ketua Karang Taruna Desa Kumbang. 

Sekembalinya dari studi banding tersebut, Desa kumbang diberi semacam layanan digital yakni 

website desa yang lebih optimal dan sampai sekarang ini masih digunakan dan masih dioptimalkan 

sebagai sarana distribusi infromasi dan komunikasi dengan masyarakat. Menurut Kolaborasi Masyarakat 

dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Sistem Informasi Desa (SID yang dikembangkan di 24 

pemerintah kabupaten/kota awalnya merupakan sebuah aplikasi website dirancang untuk menyediakan 



informasi profil desa, data kemiskinan, dan kependudukan serta memfasilitasi layanan persuratan, 

administrasi kependudukan, dan lainnya. 

Berdasarkan data dari informan selaku Kepala Desa Kumbang, komunikasi strategis Desa 

Kumbang dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu 

terbuka dalam segi apapun yang menyangkut tata kelola desa, misalnya terbuka melalui pengelolaan 

APBDES, baik dari sumber dana, penggunaanya, dan apapun itu harus terbuka kepada masyarakat.  

Keterbukaan yang dilaksanakan yang diberikan kepada pemerintahan desa kepada masyarakat itu 

merupakan kewajiban pemerintah desa. Prinsip keterbukaan ini membuahkan prestasi bagi desa 

Kumbang. Mulai dari 2017 mempunyai anugrah dari provinsi mengikuti anugrah senasional masuk dalam 

5 besar dalam keterbukaan informasi publik. Dalam keterbukaan informasi publik ini dijalankan Desa 

Kumbang dengan menyalurkan informasi tingkat desa kepada masyarakatnya, dengan informasi yang 

valid. Hal itu yang dibutuhkan pemerintah, yaitu baik dalam masalah apapun dan apapun program-

program yang dicanangkan oleh desa yang dititip oleh provinsi, kabupaten, bahkan pusat desa selalu 

menyalurkan informasi kepada masyarakat. 

Keterbukaan informasi sejalan dengan butir visi misi desa yaitu meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam berswadaya membangun desa dan menciptakan sistim pemerintahan yang baik dan 

demokratis. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati 

dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah maka hasil yg diperoleh bisa fatal, 

terutama kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga. Konsep komunikasi strategis di sini diletakkan 

sebagai bagian dari penggunaan komunikasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Pendekatan Desa Kumbang tersebut menunjukkan suatu sikap asertif. Perilaku asertif sangat 

penting untuk dimiliki oleh pemimpin desa agar ia mampu untuk berinteraksi dengan baik dalam 

lingkungannya. Kepemimpinan asertif adalah gaya komunikasi di mana orang mengekspresikan pikiran, 

ide, dan harapan mereka dengan tim mereka dengan cara yang percaya diri dan penuh perhatian. Jenis 

kepemimpinan ini melibatkan kolaborasi dengan orang-orang di semua tingkatan organisasi. Komunikasi 

asertif strategi komunikasi yang bersifat langsung dan penuh hormat (Schein, 2010). Bersikap asertif 

memberi masyarakat peluang terbaik untuk berhasil menyampaikan pesan mereka. 

Ketika prinsip keterbukaan informasi publik itu sudah dilaksanakan nantinya masyarakat akan tahu 

informasi-informasi penting desa. Contohnya mengenai APBN/APBDES, masyarakat dapat mengetahui 



rincian sumber dana penerimaan desa yang berjumlah lebih dari dua miliar rupiah, termasuk apa saja 

kategori-kategori yang bisa didanai APBDES dan kemana saja alokasi anggaran pemerintah desa. Semua 

informasi penting tersebut dimuat dalam sarana yang dapat diakses oleh masyarakat dengan semudah-

mudahnya dan seluas-luasnya. Salah satu bentuk penerapannya yaitu apapun yang diprogramkan oleh 

Desa Kumbang publikasikan melalui website desa (kumbang.desa.id/), media sosial desa, maupun radio 

desa. 

Strategi Dalam Komunikasi Strategis Desa Kumbang Untuk Keterbukaan Informasi Publik 

Strategi komunikasi adalah rencana taktis untuk mencapai tujuan komunikasi. Strategi harus 

mempertimbangkan faktor internal dan eksternal organisasi, serta menyesuaikan dengan karakteristik 

sasaran komunikasi. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara 

hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah maka hasil yg diperoleh bisa 

fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga. Konsep komunikasi strategis di sini 

diletakkan sebagai bagian dari penggunaan komunikasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai 

(Sriramesh  & Vercic, 2012). 

Komunikasi strategis juga digunakan ketika menerapkan perubahan atau mengembangkan 

strategi baru. Terkadang, mungkin tidak ada jalan yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat 

diatasi dengan menggunakan strategi dan teknik komunikasi strategis. Komunikasi strategis dalam 

pemerintahan bukanlah bidang baru. Munculnya media sosial telah menghadirkan pola baru dalam 

mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi strategis secara efektif sebagaimana 

pandangan Kurnianti (2018). Media sosial dioptimalkan oleh Desa Kumbang untuk memberi beragam 

informasi dan pelayanan. Media sosial memungkinkan orang dan organisasi untuk berkomunikasi dan 

menyebarkan informasi secara instan. Kemampuan untuk terhubung dan berinteraksi ini telah 

meningkatkan kemudahan dalam memberi layanan kepada masyarakat. 

Desa Kumbang terus berupaya secara kontinu dan konsisten memberikan informasi kepada 

masyarakat terkait dengan keadaan masyarakat desanya khususnya dalam hal transparansi keadaan 

keuangan desa. Hasil observasi penulis dalam proses meneliti pendekatan komunikasi strategis Desa 

Kumbang menunjukkan kesimpulan bahwa desa tersebut menerapkan dua pendekatan strategi 

komunikasi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi langsung dan tidak langsung 

merupakan dua bentuk komunikasi yang berbeda dalam cara penyampaiannya dan penggunaannya. 



Komunikasi langsung terjadi secara langsung antara pengirim dan penerima pesan. Sedangkan, 

komunikasi tidak langsung melibatkan media atau alat untuk menyampaikan pesan. Berikut penjabaran 

dari masing-masing pendekatan yang digunakan Desa Kumbang. 

1) Strategi Komunikasi Langsung 

Komunikasi langsung terjadi secara langsung antara pengirim dan penerima pesan. Dalam 

komunikasi langsung, pengirim pesan dapat melihat respons penerima secara langsung, misalnya 

dalam bentuk ekspresi wajah atau gerakan tubuh. Komunikasi langsung biasanya lebih cepat karena 

pesan dapat disampaikan secara langsung dan respons bisa diterima dengan cepat. Komunikasi 

langsung lebih cocok digunakan dalam situasi yang memerlukan interaksi langsung, seperti dalam 

rapat, presentasi, atau negosiasi. 

Pendekatan langsung atau secara tatap muka (face to face) juga dijalankan oleh Desa 

Kunbang. Khalayak yang ingin dijangkau dengan pendekatan ini utamanya yang kurang memiliki 

akses ke teknologi informasi maupun yang belum bisa membaca serta warga desa secara umum. 

Sebelum adanya website desa, media sosial maupun radio desa semua informasi penting 

maupun perencanaan desa langsung disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa 

Kumbang. Yang dilakukan secara keterbukaan dengan melakukan interaksi secara langug antara 

pemerintah desa dengan masyarakat dalam sebuah musyawarah. Ketika prinsip keterbukaan 

informasi publik itu sudah dilaksanakan nantinya masyarakat akan tahu informasi-informasi penting 

desa. Contohnya mengenai APBN/APBDES, masyarakat dapat mengetahui rincian sumber dana 

penerimaan desa yang berjumlah lebih dari dua miliar rupiah, termasuk apa saja kategori-kategori 

yang bisa didanai APBDES dan kemana saja alokasi anggaran pemerintah desa. Semua informasi 

penting tersebut dimuat dalam sarana yang dapat diakses oleh masyarakat dengan semudah-

mudahnya dan seluas-luasnya.  

Dibutuhkan keterlibatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa 

yang mandiri dan transparan. Perencanaan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif juga 

akan dapat terwujud apabila tahapan perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. 

Karena itu, Desa kumbang juga berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat baik dengan cara 

rumah ke rumah maupun lewat mengumpulkan warga dalam pertemuan. Proses komunikasi langsung 

melalui pertemuan warga yang bersifat lebih partisipatif di Desa Kumbang contohnya dapat berupa 



sosialisasi atau penyuluhan, jajak pendapat, musyawarah dusun, musyawarah desa, lokakarya, 

musrenbang desa (Musyawarah Rencana Pembangunan), dan rapat RPJM (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah) desa (M. Taufik, 2022).  

Menurut M. Taufik selaku kepala desa, hal ini sebagai salah satu upaya keterbukaan 

informasi publik dan ketransparanan Pemerintah Desa kepada masyarakat yang memiliki keluhan, 

pertanyaan, kritik dan saran membangun terhadap Pemerintah Desa, agar memanfaat fasilitas 

tersebut semaksimal mungkin, sehingga kebijakan publik dan pelayanan dari Pemerintah Desa 

Kumbang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 

2) Strategi Komunikasi Tidak Langsung 

Komunikasi langsung dan tidak langsung dijalankan dengan saling terintegrasi oleh 

Desa Kumbang. Contohnya yaitu ketika selesai rapat musyawarah desa (langsung) terkait 

dengan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) langsung disampaikan dan dipajang di 

setiap dusun (tidak langsung). Di desa kumbang ada 6 wilayah atau 6 dusun dan semuanya 

memiliki papan reklame desa. Melalui papan reklame desa dimemanfaatkan untuk memuat 

infografis desa mulai dari berapa dana desa yang didapat dan kemana arah penggunaannya. 

Pengelolaan keuangan desa tersebut dalam mewujudkan good governance yang dilihat dari asas 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sekretaris Desa Kumbang mengaku awalnya tidak 

mengentahui dari upaya komunikasi tersebut Desa Kumbang masuk dalam nominasi 

keterbukaan informasi publik.  

Menurut Prayitno, Subagiyo, Dinanti, Sari (2021) dalam buku Smart Village: 

Mewujudkan SDG’s Desa Berbasis Keterpaduan Pengelolaan dan Inovasi Digital, Smart 

Governance atau tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan 

kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. 

Smart Economy merupakan pembangunan tata kelola perekonomian yang mampu menghadapi 

tantangan dan adaptif terhadap perubahan sehingga terwujudnya ekosistem yang mendukung 

aktifitas ekonomi masyakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Smart Society 

atau masyarakat yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui 

pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi 

manajemen keamanan dan keselamatan. 



Pendekatan di atas merupakan bentuk komunikasi strategis karena dijalankan sesuai 

dengan visi misi dan tujuan organisasi desa. Desa Kumbang telah menjalankan komunikasi 

strategis yang konsisten dengan misi, visi, nilai-nilai desa yang sudah disampaikan di atas. Hal 

ini sesuai pendapat Hallahan (2007) bahwa Komunikasi adalah strategis ketika benar-benar 

konsisten dengan misi, visi, nilai-nilai organisasi dan ketika mampu meningkatkan posisi 

strategis dan daya saing di antara para pesaing mereka. Komunikasi strategis Desa Kumbang 

untuk tujuan keterbukaan informasi, sesuai dengan poin dalam visi misi Desa Kumbang yaitu 

menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis serta meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam berswadaya membangun desa (Data Program Desa Benderang Informasi, 

2021). 

Dengan adanya website desa diharapkan sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi 

publik serta promosi potensi-potensi wisata desa dan produk-produk unggulan desa. Selaras 

dengan fungsi website desa sebagai media informasi dan promosi. Website desa juga dapat 

membantu meningkatkan pelayanan pemerintah desa (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 

2019). Hal tersebut disebabkan karena pemerintah desa akan lebih jelas dalam memberikan 

beragam informasi yang berkaitan dengan layanan yang dilakukan oleh perangkat desa. Website 

Desa Kumbang di laman kumbang.desa.id dibagikan info lengkap mengenai perangkat desa, 

pelayanan, informasi keuangan, PPID, produk hukum, aduan, IKM, kegiatan desa, dan 

sebagainya. 

Berbagai bentuk pelayanan di atas dapat dibangun berkat keterlibatan aktif pemuda 

dalam tata kelola desa. Pemuda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. Penulis menyimpulkan pandangan menurut Ketua Karang 

Taruna Desa Kumbang, bahwa di Yogyakarta sudah banyak dibentuk desa digital. Desa digital 

merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di 

desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang 

terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. 

Selain komunikasi melalui e-goverment (layanan desa via website), strategi yang kedua 

adalah Desa Kumbang terus mengelola kanal interaksi dengan masyarakat seperti media sosial 

agar tetap berjalan untuk mengisi segala informasi tentang kegiatan masyarakat. Desa Kumbang 



juga melengkapi diri dengan peralatan untuk menjalankan radio desa. Desa Kumbang 

membentuk KMC (kumbang media center) yang dilengkapi perpustakaan dan radio desa. 

Bahkan Desa Kumbang menjalankan aktifitas streaming dengan berbagai media yang ada. 

Menurut Saleh, Nugroho, Wibowo, dan Bassar (2021), streaming adalah sebuah teknologi 

pengiriman data baik video, maupun audio dalam bentuk yang sudah dikompresi lewat jaringan 

internet. Dasar dari Desa Kumbang dalam membuat KMC atau radio desa ini adalah Ketika 

masyarakat yang misalnya masih buta huruf atau belum bisa membaca papan reklame yang 

sudah terpasang di setiap dusun, maka tetap dapat memperoleh informasi dari desa. 

Pelaksanaan komunikasi strategis untuk keterbukaan informasi publik juga tetap 

memiliki kendala. Misalnya kendala untuk masyarakat yang tidak mengerti dengan 

menggunakan gadget, Desa Kumbang memberi solusi dengan menggunakan KMC atau media 

Center atau radio media center. Informasi juga tetap diumumkan melalui radio untuk lebih 

menjangkau masyarakat yang tidak mempunyai akses ke media sosial. Pendekatan Desa 

Kumbang juga untuk menjangkau masyarakatnya yaitu dengan menempelkan pamflet-pamflet 

mengenai informasi penting ataupun untuk pengumuman. Kendala yang kedua yaitu masih 

minimnya anggaran dana dari seluruh media, dana yang diberikan oleh APBDES masih sangat 

kecil untuk mengembangkan PPID. 

Menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Kepada Desa Kumbang juga, bahwa 

mereka telah menerapkan sistem pelayanan yang dicanangkan PPID untuk masyarakat agar tidak 

boleh lebih dari dua menit menunggu antrian dalam artian dalam melakukan administrasi, seperti 

pembuatan surat menyurat. Pemerintah desa adalah institusi terdepan yang meberikan layanan 

kepada masyarakat, setiap hari hampir selalu ada masyarakat yang meminta layanan ke 

pemerintahan desa.  

Dengan sistem yang dibangun oleh Desa Kumbang, masyarakat yang ingin membuat 

surat atau apapun itu masyarakat juga bisa langsung menggunjungi website Desa Kumbang 

untuk melakukan pelayanan dengan cepat. Masyarakat tinggal mengklik apa yang dibutuhkan 

dan akan muncul beberpa pelayanan yang tertera, sehingga sekarang tidak perlu bergantung 

dengan menggunakan pelayanan manual, proses ini hanya perlu menginput NIK masyarakat dan 

sudah bisa menerima pelayanan yang di butuhkan. Pendekatan lain yaitu melalui aplikasi, di 



mana masyarakat bisa langsung melakukan permintaan pelayanan melalui sosmed desa untuk 

meminta kebutuhan apa saja yang ingin diminta ke kekantor desa, dengan mengirimkan NIK nya 

secara online tanpa datang ke kantor desa. Beberapa hal implementasi tentang keterbukaan 

informasi public di Desa Kumbang. Selain secara online, warga Desa Kumbang juga masih tetap 

bisa mengurus persuratan dengan datang ke kantor Desa Kumbang untuk menerima pelayanan 

secara langsung, utamanya untuk warga yang namanya belum masuk ke database Desa 

Kumbang (M. Taufik, Kepala Desa Kumbang, 2022).  

Pelayanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Desa Kumbang dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di atas dapat dikatakan 

sebagai bentuk e-government. E-Government dalam Journal of Public Sector Innovations (2018) 

diartikan sebagai pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya kegiatan pemerintahan, meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, memperluas akses informasi publik, dan meningkatkan transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Komunikasi strategis dengan memanfaatkan e-government menurut Sanchez, Koh, 

Kappelman, dan Prybutok (2003 merupakan bentuk upaya pemerintah yang dapat meningkatkan 

pelayanan public yang lebih baik, karena menurunkan berbagai hambatan-hambatan komunikasi 

(barriers). Hambatan ini misalnya hambatan jarak dan waktu. Langkah memberikan dan 

menjalankan keterbukaan informasi public dan pelayanan masyarakat ini tidak akan memadai 

tanpa upaya strategis untuk mengatasi berbagai hambatan lama. 

Evaluasi Komunikasi Strategis Desa Kumbang Dalam Pelayanan Informasi Publik  

Evaluasi komunikasi adalah proses menilai komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau 

antara individu. Acuan untuk menilai keberhasilan komunikasi strategis dalam menjalankan komunikasi 

strategis untuk pelayanan informasi publik yaitu dapat dibagi menurut faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal diperoleh berdasarkan penilaian masyarakat Desa Kumbang sendiri yang diperoleh 

melalui survei. Acuan keberhasilan komunikasi strategis dari sisi eksternal yaitu berdasarkan penilaian 

dari pihak di luar Desa Kumbang, yang dalam hal ini yaitu para penilai untuk Program Desa Benderang 

Informasi (Nasri, 2022). 



Acuan untuk menilai keberhasilan komunikasi strategis dalam menjalankan komunikasi strategis 

untuk pelayanan informasi publik yaitu dapat dibagi menurut faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

diperoleh berdasarkan penilaian masyarakat Desa Kumbang sendiri yang diperoleh melalui survei. Acuan 

keberhasilan komunikasi strategis dari sisi eksternal yaitu berdasarkan penilaian dari pihak di luar Desa 

Kumbang, yang dalam hal ini yaitu para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi: 

1) Penilaian Internal  

Penilaian internal untuk menganlisis keberhasilan komunikasi strategis Desa Kumbang 

penulis peroleh dari tingkat kepuasan masyarakat Desa Kumbang. Dalam rangka mengetahui 

Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan dan lainnya di Desa Kumbang, Pemerintah 

Desa Kumbang dalam hal ini telah mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat yang diadakan 

dalam beberapa tahapan baik melalui daring (form online) dan maupun secara luring dengan 

penyebaran form langsung kepada masyarakat. Dalam melakukan survey tersebut Pemerintah 

Desa Kumbang melibatkan Kader Desa untuk penyebaran form online maupun kertas yang 

terkait dengan Survey tersebut. 

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Desa Kumbang yang dilaksanakan 

pada Akhir bulan Juni terkait dengan Kepuasan Pelayanan dan kebijakan Publik dimana 

Pemerintah Desa Kumbang menyebarkan 504 Form Survei Kepuasan Masyarakat dan telah 

menjawab dan mengembalikan form tersebut pada Juni 2022. Terkait dengan penilaian 

masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Pemerintah Desa Kumbang, sebanyak 1 Orang 

Responden Menjawab Buruk, 15 Orang Responden menjawab Cukup, 222 Orang Responden 

menjawab Baik, 119 Orang Responden menjawab Cukup Baik dan 125 Orang Responden 

menjawab Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan untuk kategori baik, cukup baik dan sangat 

baik mencapai 92% dari total responden yang disurvei (Survei Perilaku Masyarakat Terhadap 

Kinerja Pemerintah Desa dan Konflik Kepentingan Desa Kumbang, 2022).   

Selanjutnya terkait Bagaimana Tingkat Kepuasan Terhadap Kebijakan Publik 

Pemerintah Desa Kumbang, hasilnya 2 Orang Responden Menjawab Tidak Puas, 9 Orang 

Responden Menjawab Kurang Puas, 226 Orang Responden Menjawab Puas, 139 Orang 

Responden Menjawab Cukup Puas dan 104 Orang Responden Menjawab Sangat Puas. Sehinga 

jika disimpulkan sebanyak 466 dari 504 atau 93% masuk kategori puas, cukup puas, dan sangat 



puas (Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dan Konflik Kepentingan 

Desa Kumbang, 2022). 

Adanya kepuasan masyarakat Desa Kumbang terhadap pelayanan dan kebijakan publik 

Desa Kumbang berdasarkan hasil survei dan dikuatkan dengan pendapat kepala Desa dan kepala 

dusun di Desa Kumbang menurut hemat penulis sudah dapat menggambarkan keberhasilan 

dalam komunikasi strategis Desa Kumbang Program Desa Benderang Informasi Publik. 

Rasionalisasi dari hal ini yaitu jika komunikasi strategis desa tidak berhasil atau kurang efektif, 

maka tentu tidak akan menghasilkan kepuasan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah desa. 

Keberhasilan ini tentu dikuatkan dan dibuktikan juga dengan baiknya penilaian dari para penilai 

untuk Program Desa Benderang Informasi.  

2) Penilaian Eksternal  

Penilaian eksternal untuk menganlisis keberhasilan komunikasi strategis Desa 

Kumbang ini yaitu berdasarkan para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi. Menurut 

penjelasan Sekdes Desa Kumbang, terkait dengan kriteria penilaian Keterbukaan Informasi 

Publik ada beberapa komponen penilaian.  Pertama adalah bentuk komitmen desa yang dimana 

dalam komitmen Desa ini dituangkan dalam proses perkades maupun anggaran khusus yang 

dibuat oleh desa. Kedua adalah sumberdaya manusia yaitu artinya desa sudah mempersiapkan 

orang-orang yang akan mengelola informasi dan dokumentasi untuk dipublikasikan. Selanjutnya 

yaitu pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan pelatihan-

pelatihan maupun sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi. Selanjutnya yaitu terkait dengan 

dokumen apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kumbang utamanya terkait dengan 

transparansi. 

Faktor penilaian keberhasilan lainnya yaitu terkait dengan partisipasi atau keterlibatan 

masyarakat dalam penetapan kebijakan serta mendengar aspirasi masyarakat, terutama sarana 

yang dipakai untuk hal tersebut serta media yang digunakan dalam keterbukaan informasi publik 

(sebagaimana sudah digambarkan dalam bab sebelumnya) adalah hal menentukan apakah Desa 

itu layak menjadi Desa yang berkomitmen untuk Keterbukaan Informasi Publik. 

Bobot penilaian yang sudah berhasil dipenuhi dengan baik yaitu adanya survei 

kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa, ada keterbukaan dan akses masyarakat 



desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, 

tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan 

lainnya, adanya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang 

mudah diakses oleh masyarakat, adanya Maklumat Pelayanan, adanya partisipasi dan 

keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa. 

Berdasarkan penilaian, nilai Desa Kumbang berhasil mencapai bobot 95 dari 100. Nilai 

yang tinggi dalam hal layanan keterbukaan informasi publik berdasarkan penilaian dari para 

penilai untuk Program Desa Benderang Informasi dalam hemat penulis dapat menjadi acuan 

untuk menganggap berhasilnya komunikasi strategis Desa Kumbang untuk keterbukaan 

informasi, sesuai dengan poin dalam visi misi Desa Kumbang yaitu menciptakan sistem 

pemerintahan yang baik dan demokratis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

berswadaya membangun desa (Data Program Desa Benderang Informasi, 2021). 

Berdasarkan data dari Tim Apresiasi Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Desa 

Kumbang (2021), acuan lain dalam menilai bahwa komunikasi strategis Desa Berhasil untuk 

keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari misi desa (pemerintahan yang baik, 

demokratis, dan partisipatif).  

Bobot nilai yang tinggi para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi sehingga 

menjadikan Desa Kumbang sebagai Desa Terbaik ke-4 di Indonesia pada 2021 dalam hal 

pelayanan informasi publik, serta telah terpenuhi aspek kirtetria Apresiasi Desa Dalam 

Keterbukaan Informasi Publik, menurut hemat penulis telah dapat menjadi acuan keberhasilan 

Desa Kumbang dalam menjalankan komunikasi strategisnya, karena jika tidak efektif tentu para 

penilai tidak akan memberi nilai tinggi dan Desa Kumbang tidak akan mendapat penghargaan 

secara nasional. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Desa Kumbang telah menjalankan 

komunikasi strategis yang mengacu pada pembuatan kebijakan dan panduan untuk aktivitas 

informasi yang konsisten dalam suatu organisasi, yang dalam hal ini desa Kumbang 

mengkomunikasikan konsep, proses, atau data yang memenuhi tujuan strategis jangka panjang desa. 



Hal ini untuk menyampaikan pesan yang disengaja melalui media yang paling cocok untuk audiens 

yang ditunjuk pada waktu yang tepat untuk berkonstribusi dan mencapai efek jangka panjang yang 

diinginkan. Tujuan utama komunikasi strategis desa Kumbang dalam konteks keterbukaan informasi 

adalah untuk melayani masyarakat dan menjalankan tanggung jawab penyelenggara desa 

sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hasil Penelitian ini merujuk pada kerangka konseptual 

komunikasi strategis yaitu struktur yang digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi program komunikasi organisasi. 

Upaya untuk menjalankan komunikasi strategis untuk keterbukaan informasi publik 

muncul berdasarkan perintah undang-undang yang menuntut hal tersebut, guna menjalankan peran 

tersebut, desa Kumbang membangun perencanaan dengan terlebih dahulu melakukan studi banding. 

Pada proses perencanaan desa Kumbang menerapkan komunikasi strategis dengan dua pendekatan, 

yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi langsung dan tidak langsung 

merupakan dua bentuk komunikasi yang berbeda dalam cara penyampaiannya dan penggunaannya. 

Komunikasi langsung terjadi secara langsung antara pengirim dan penerima pesan. Sedangkan, 

komunikasi tidak langsung melibatkan media atau alat untuk menyampaikan pesan, seperti Website, 

Media social, dan Baliho. Komunikasi strategis dijalankan dengan mengembangkan berbagai sarana 

komunikasi yang mempermudah layanan dan akses informasi publik untuk Desa Kumbang, seperti 

melalui media Website, Radio, Instagram, Facebook, Youtube, Pamflet, Pendekatan langsung dan 

Baliho pemerintah desa.  

Komunikasi strategis desa Kumbang dapat dikatakan berhasil, karena penghargaan yang 

didapat berdasarkan penilaian internal dan eksternal. Faktor internal diperoleh berdasarkan penilaian 

masyarakat Desa Kumbang sendiri yang diperoleh melalui survei. Acuan keberhasilan komunikasi 

strategis dari sisi eksternal yaitu berdasarkan penilaian dari pihak di luar desa Kumbang, yang dalam 

hal ini yaitu para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi.  

 

Saran  

Melalui penelitian ini penulis dapat menyarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 



1. Saran untuk Desa Kumbang agar semakin meningkatkan komunikasi strategisnya untuk layanan 

masyarakat dan akses informasi publik, sehingga prestasi baik yang saat ini sudah diraih (posisi 5 

nasional), dapat dipertahankan atau di tingkatkan. 

2. Saran untuk desa-desa lain di Nusa Tenggara Barat yaitu agar dapat mengembangkan juga 

komunikasi strategis untuk pelayanan masyarakat desa dan keterbukaan informasi publik sebagai 

Desa Kumbang. Hal ini karena masih banyak desa yang belum serius mengelola e-goverment, 

media sosial, media cetak, dan sebagainya. 

3. Saran untuk pemeritah daerah kabupaten dan provinsi, agar semakin membantu pengembangan 

tata kelola desa yang baik, khususnya dalam hal penerapan teknologi informasi untuk 

mengembangkan e-goverment. Hal ini karena berdasarkan kasus yang penulis teliti e-goverment 

Desa Kumbang justru berkembang karena dibantu dan belajar dari daerah lain di luar Nusa 

Tenggara Barat sendiri. 

4. Saran untuk peneliti lain untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian mengenai 

komunikasi strategis di tingkat desa, sehingga ilmu komunikasi dapat lebih kaya secara teoritis 

dan membantu kemajuan masyarakat secara praktis. 
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